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WALI KOTA SAMARINDA 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA 

NOMOR 20 TAHUN 2024 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 76 TAHUN 2023 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH   

TAHUN ANGGARAN 2024 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

 WALI KOTA SAMARINDA, 

 

Menimbang  :  a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (4) dan Pasal 

69 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah terkait Keperluan Mendesak; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan 

Atas Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 

 

Mengingat :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang 
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang 

(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II 
Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah 

Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
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4. Peraturan  Pemerintah Nomor 12 Tahun  2019  tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negera 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2023 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 
(Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 Nomor 48); 

7. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 76 Tahun 2023 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 
Nomor 467). 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 76 TAHUN 2023 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2024. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2023 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita 

Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 Nomor 467), diubah sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut; 

 

Pasal 19 

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b 

direncanakan sebesar Rp2.824.895.715.178,- (dua triliun delapan ratus dua 

puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima 

belas ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Modal Tanah; 

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin; 

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan; 

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; 

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dan; 

f. Belanja Modal Aset Lainnya. 

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp76.296.898.950 (tujuh puluh enam miliar dua 
ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu 

sembilan ratus lima puluh rupiah). 

(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp157.860.195.789,- (seratus lima puluh 

tujuh miliar delapan ratus enam puluh juta seratus sembilan puluh lima 
ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah). 

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c direncanakan sebesar Rp1.038.382.737.634,- (satu triliun tiga 

puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga 
puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah). 
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(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.540.234.028.805,- (satu triliun 
lima ratus empat puluh miliar dua ratus tiga puluh empat juta dua puluh 

delapan ribu delapan ratus lima rupiah). 

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf e direncanakan sebesar Rp1.860.854.000,- (satu miliar delapan ratus 

enam puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah). 

(7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 

direncanakan sebesar Rp10.261.000.000,- (sepuluh miliar dua ratus enam 
puluh satu juta rupiah). 

 

2. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut; 
 

Pasal 22 

(1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

19 huruf c direncanakan sebesar Rp1.038.382.737.634,- (satu triliun tiga 
puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga 

puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan 

b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti. 

(2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
huruf b direncanakan sebesar Rp1.038.382.737.634,- (satu triliun tiga 

puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga 

puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah). 

(3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.428.763.000,- (dua miliar empat ratus 
dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah). 

 

3. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut; 

Pasal 23 

(1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19 huruf d direncanakan sebesar Rp1.540.234.028.805,- (satu triliun 

lima ratus empat puluh miliar dua ratus tiga puluh empat juta dua puluh 

delapan ribu delapan ratus lima rupiah) yang terdiri atas: 

a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan; 

b. Belanja Modal Bangunan Air; 

c. Belanja Modal Instalasi, dan; 

d. Belanja Modal Jaringan. 

(2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
huruf a direncanakan sebesar Rp751.229.610.694,- (tujuh ratus lima puluh 

satu miliar dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu 

enam ratus sembilan puluh empat rupiah). 

(3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp683.192.578.279,- (enam ratus delapan puluh tiga 
miliar seratus sembilan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu 

dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah). 

(4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c 

direncanakan sebesar Rp95.084.405.832,- (sembilan puluh lima miliar 
delapan puluh empat juta empat ratus lima ribu delapan ratus tiga puluh 

dua rupiah). 

(5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d 

direncanakan sebesar Rp10.727.434.000,- (sepuluh miliar t8ujuh ratus dua 

puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah). 
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4. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut; 

 

Pasal 26 

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c 
direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). 

 

5. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut; 

 

Pasal 31 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Samarinda ini terdiri dari: 

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran  Perubahan  APBD  Yang   
Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian 

Objek, Pendapatan, Belanja dan  Pembiayaan; 

2. Lampiran II : Penjabaran   Perubahan    APBD   Menurut   Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

  

Pasal II 

Peraturan Wali Kota Samarinda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali 

Kota Samarinda ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

 

Ditetapkan di Samarinda 

pada tanggal 7 Mei 2024 

WALI KOTA SAMARINDA, 

ttd 

ANDI HARUN 

Diundangkan di Samarinda 

pada tanggal 7 Mei 2024 
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA, 

ttd 

HERO MARDANUS SATYAWAN 

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 487 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Sekretariat Daerah Kota Samarinda 

Kepala Bagian Hukum, 

 
 

 

ASRAN YUNISRAN, SH 
Penata Tingkat I / III d 

NIP. 19800509 200604 1 011 
 


